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Transaksi Mencurigakan

PPATK, Ungkap Tuntas

MENTERI Koordinator Bi-
dang Politik, Hukum dan Ke-
amanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD mengungkap
temuan transaksi mencuriga-
kan senilai Rp 300 triliun di
lingkungan Kementerian Ke-
uangan (Kemenkeu). Transaksi
gelap itu diduga dilakukan
oleh 460 Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di jajaran Kemenkeu da-
lam periode 2009 hingga 2023.
Anggota Komisi IIT DPR
Santoso meminta Pusat Pela-
poran dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) membuka
semua transaksi keuangan
mencurigakan pegawai Ditjen
Pajak (DJP) Kemenkeu. Patut
diduga transaksi mencurigakan
tidak hanya dilakukan oleh Ra-
fael Alun Trisambodo (RAT).
“Sudah saatnya PPATK
membuka apa yang sebenarnya
terjadi atas transaksi keuangan
mencurigakan yang dilakukan
oleh pegawai pajak, salah satu-
nya Rafael Alun,” ujar Santoso
dalam keterangannya, kemarin.
Santoso meyakini, banyak
pegawai pajak memiliki harta
mencurigakan. Karena itu, dia
mendesak PPATK menelusuri
transaksi mencurigakan secara
komprehensif dan menyerahkan
kepada aparat penegak hukum.
“Jika ditelusuri dengan teliti
pasti akan banyak ditemukan
adanya transaksi mencuri-
gakan itu,” ungkap dia.
Menurut Santoso, pengung-
kapan harta kekayaan RAT
bisa menjadi momentum dan
pintu masuk PPATK untuk
menelusuri rekening pegawai
pajak lainnya. Dia pun men-
dorong Menkeu Sri Mulyani
mendukung langkah tersebut.
Politikus Demokrat itu me-
minta ada sanksi yang tegas
kepada pegawai pajak yang

menyalahi jabatannya untuk
memperkaya diri sendiri. Se-
bab, memberhentikan pegawai
yang tidak jujur itu lebih baik
daripada mempertahankan
mereka, meski berkinerja baik
dalam sisi administrasi.

Lebih lanjut, Santoso menu-
turkan langkah PPATK terse-
but untuk memastikan tidak
ada lagi pegawai pajak yang
melakukan penyelewengan.
Penyelewengan bukan hanya
merusak nama baik Ditjen
Pajak Kemenkeu, juga berpo-
tensi merugikan keuangan
negara.

“Tindakan itu sebagai bagi-
an agar pegawai pajak tidak
lagi menggunakan jabatannya
untuk memperkaya diri sendiri
dan merugikan keuangan nega-
ra,” kata dia mengingatkan.

Anggota Komisi XI DPR
Puteri Anetta Komarudin me-
nambahkan, transaksi men-
curigakan di lingkungan pe-
gawai Kemenkeu wujud pe-
nyelewengan integritas oleh
oknum tertentu. Padahal, se-
lama ini pegawai pajak dan
bea cukai mendapat upah kerja
yang tergolong tinggi seiring
beban tugasnya untuk menge-
jar penerimaan negara.

Puteri mengatakan, temuan
PPATK terkait transaksi men-
curigakan para pejabat pajak
dan bea cukai menimbulkan
persepsi negatif bagi masyara-
kat. Temuan tersebut menjadi
momentum bagi Kemenkeu
untuk membenahi para oknum
dalam internalnya.

Politikus Golkar ini akan
mendukung penuh penyelidikan
dan penindakan terhadap para
oknum yang terbukti melakukan
pelanggaran. Dia juga meminta
Kemenkeu perlu mengevaluasi
integritas para pejabatnya. m TIF



